PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBATANG HARI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan
bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan
Peraturan Pem erintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka
perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten Batang Hari;

bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P ertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan
Pemerintah yang di miliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan
daerah dengan mem perhatikan aspek personil, Perlengkapan dan
Pembiayaan dengan Prinsip-prinsip Efesiensi, E fe ktifitas, Rasional,
Profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam rangka Pelaksanaan

Otonomi Daerah ;

c.bahwa.. ... ..



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan

Organisasidan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);

Undang—-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Pem erintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

4263);

8. Keputusan... ... ...



8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Batang H ari.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4. W akilKepala Daerah adalah W akilBupati Batang Hari.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya

disingkat Sekda.

6. PerangkatDaerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka Penyelenggaraan. Pemerintahan yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

Satuan PolisiPamong Praja sesuaidengan Kebutuhan Daerah.

7. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.

8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten

Batang H ari.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas dilapangan
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala

Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Cam at.

10. Eselon... ...



10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau

ketrampilan pada Dinas.

BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Daerah Kabupaten yang merupakan unsur

pelaksana Pem erintah Kabupaten ;

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyaitugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyaifungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuaidengan lingkup kerjanya ;

b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;

c. Pembinaan terhadap UnitPelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Kewenangan.. .. ..



Kewenangan

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan mempunyai kewenangan yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan OrganisasiDinas Pertanian Tanaman Pangan yang terdiridari:

a. Kepala Dinas

b. Kepala Bagian Tata Usaha.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Kepala Bidang Bina Produksi Padidan Palawija

1. Kepala Seksi Pengembangan Padidan Palawija.

2. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Benih dan Paket Teknologi Padidan Palawija.

d. Kepala Bidang Bina Produksi Holtikultura

1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan, Sayur - sayuran dan Aneka

Tanaman.

2. Kepala Seksi Pengembangan ProduksiBenih dan Paket Teknologi Holtikultura.

e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

1. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air.

2. Kepala Seksi Pengembangan Alsintan dan Perlindungan Tanaman.

f. Kepala Bidang Sumber Daya dan Ketahanan Pangan.

1. Kepala Seksi Penyuluhan.

2. Kepala Seksi Ketahanan Pangan.



g. UnitPelaksana Teknis Dinas

1. UPTD BPP Batin

2. UPTD BPP Mersam

3. UPTD BPP Matagual

4. UPTD BBU Karmeo

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing — masing Bagian, Bidang, dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum

pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Eselon

(1) Kepala Dinas Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon Il/b.

(2) Kepala BagianTata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Daerah adalah Jabatan Struktural

Eselon Ill/a.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Pada Dinas Daerah dan Kepala UPTD adalah Jabatan

Struktural Eselon IV/a.

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD sesuai dengan mekanisme dan Peraturan

Perundang — undangan yang berlaku;

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan

Peraturan Perundang — undangan yang berlaku;

BAB



BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah

Daerah sesuaidengan keahlian.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasalini, dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional
w ajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing -
masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

sesuaidengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.

Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib

disampaikan pula kepada satuan organisasilain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 17

Dalam m elaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib

mengadakan rapatberkala;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang Organisasi,
Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Kelompok Jabatan Fungsional
dan Tata Kerja;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

Pelaksanaannya akan diaturlebih lanjutdengan Keputusan Bupati.

Pasal19.. ...



Pasal 19
Peraturan Daerah inimulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

pada tanggal 21 April 2004
BUPATI BATANG HARI
dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 21 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD.M.JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2004 NOMOR 3



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PENJELASAN UMUM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah,
sebagai konsekwensilogis dari pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan
Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M .PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Pengangkatan, Pemindahan dan Pem berhentian Pegawai Negeri Sipil guna
disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah yang
dim iliki daerah, karateristik, potensi dan kebutuhan daerah, personil, perlengkapan dan
pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, perumusan tugas pokok dan fungsi yang
jelas, fungsionalisasi, koordinasi, integrasi, kontinitas, konsistensian, efisiensi, fleksibilitas

serta Visidan Misiyang jelas.

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3.. .. ..
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